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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal di Kota
Yogyakarta adalah mengajukan izin untuk melakukan alih fungsi lahan
pertanian untuk rumah tinggal berupa lIzin Perubahan Penggunaan Tanah
(IPPT) yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk
melakukan perubahan lahan pertanian menjadi pekarangan atau tanah
kering dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya, lalu membayar
biaya sesuai dengan luas lahannya dengan rumus yang sudah diatur dalam
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kota Yogyakarta. Proses izin tersebut
memakan jangka waktu kurang lebih 60 hari. Pada saat penyerahan
Pertimbangan Teknis Pertanahan dilakukan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pemohon dan IPPT wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan untuk dicatat pada Buku Tanah. Setelah itu dilakukan
perubahan dari lahan pertanian menjadi pekarangan (tanah kering) yang
prosesnya disebut dengan pengeringan tanah dan pemohon dapat
mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Perizinan

Kota Yogyakarta untuk mendirikan bangunan.
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2. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam alih fungsi lahan pertanian
untuk rumah tinggal yaitu:
a. Belum membayar pajak. Hal tersebut merupakan syarat untuk
mengajukan IPPT.
b. Mengurus permohonan IPPT tersebut memakan waktu yang lama dan
pada saat peninjauan lokasi pemohon diwajibkan hadir.
c. Sertifikat tanah yang akan dialih fungsikan tersebut masih belum atas
nama pemohon.
B. Saran
1. Perlunya pemerintah atau instansi yang terkait mengadakan penyuluhan-
penyuluhan tentang bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian
untuk rumah tinggal di Kota Yogyakarta. Memberitahukan lebih jelas
tentang syarat, biaya, waktu dan proses dalam mengajukan permohonan
izin alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal, agar para warga lebih
memahami dan memberikan kepastian hukum baginya.
2. Perlunya pemerintah atau instansi bertindak lebih tegas terhadap warga
yang secara langsung membangun rumah tinggal diatas lahan pertanian

tanpa memiliki izin-izin yang sebagaimana mestinya dipenuhi.
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